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ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tindakan orang dewasa
yang menunjukkan prilaku seksual kepada anak di bawah umur atau belum
berusia 18 tahun dgmgan kekerasan dan ancamams Untuk itu perlu adanya

s e orban. Perlindungan

! i anak dan hak-
E‘@*‘\' ‘u G?é Iarag:c])tir?;al

Perempuan
anak dan
Amun saat ini
asih banyak

pada ke

implementasi

perlindung 38 Pemberdayaan

Perempual ‘3 yang menjadi
hambatan ban kekerasan
seksual o an Anak Kota

Penulie e ahiieiode | penclitiandOb Jnalll Research vyaitu

ang dllakukan oleh
Pemerintah ¢ Diadl korban kekerasan

seksual suda

j telah diharapkan.

terlihat tidak berjalan sebagaimana ya

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, DP3A
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ABSTRACT

Sexual violence against children is an act of adults who show sexual
behavior to children under the age of 18 years with violence and threats. For this
reason, it is necessary,to protect children, especially those who are victims.
Protection of child ptees and protect chile heir rights to be able to

‘ . ".‘“ mtm‘ﬂmmg‘ﬁﬁ %@¢ man dignity and

e of Women's
i ‘ reality the

a ildren and

qr: plementation of
w he Office of
Women's BEmg

obstacles i gRllal violence by
the Office @ . 1 ‘ baru City.

Int aional Research,
namely rese rect interviews
with respo describes the
problem clex

: he Government
and the State XU ﬂ? ence can be said
to be good. .. 0 /era ) @Mmentation of the
protection carfigd 2, Pek: i erment and Child
Protection Office onsidere afimum protection as
expected. Seve lack of public

understanding 0O s ) . the existence of

Keywords: Sexual Violence, Childre

Xi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

pelecehan seksual sudah

oleh sang{pe ta kepada arts glicd idik, dijaga dan

nan bagi bangsa,

ARy

gi dirinya. Bila

ang lemah yang

a dan perjalanan

3
=}
oS L LY

terhadap hak-haknya. Oleh sebab itu anak perlu untuk diberikan perlindungan.
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Pemeberian perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian Pemerintah

dengan dibentukknya Undang-undang Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang

Perlindungan Anak itu pun beberapa kali mengalami perubahan. Mulai dari Undang-

ingkat kekerasan
seksual ter F ecara sig ) G menjadi Undang-
erintah Pengganti
dua Atas Undang-
Undang No ‘ | enta akl Menjadi Undang-

Undang ya any emberikan p erata pidana melainkan

Pemberian perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
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Oleh karena itu memberikan suatu perlindungan merupakan tugas utama suatu
Negara. Dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Nomor 23 Tahun 2002
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Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 ayat (3)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang

Tindak ; dengan pidana

barang slapa 103 iy J ipun telah ada
Undang-u

tindak pidang i ) 3 - gan@ yang rentan anak

merupakan Slal Jaka awasa Y juk ku seksual kepada

anak dibawa ataul be E Sia AC sdf dan ancaman.

Tahun Jumlah Kekerasan pada Anak
2018 32 kasus
2019 37 kasus
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2020 38 kasus

Sumber : Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Bahwa ternyata dag, mulai tahun 2018, 2019 daga2020 angka kekerasan seksual

AtV
Q

TN

fflan cinta dari orang

S3—xT oS

<l
\\‘%ﬁ i

Sehingga diperlukan per maksimal dari Dinas tersebut dalam
memberikan perlindungan. Maka dari itu penulis perlu melakukan penelitian ini
dengan judul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH KOTA PEKANBARU”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian dilatar belakang masalah diatas maka penulis

merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. ekerasan seksual oleh
Wilayah Kota
2 N ﬂ orban kekerasan

L

ilaya : : haru? * :
C. Tujuani@a at | ar E L :
& 4 o
1. Tuj alitic
: =)
A S

dilakukan oleh Dinas

dungan Anak di

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1) Memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada Penulis mengenai

implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.
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2) Memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacannya dan juga

untuk memenuhi tugas akhir bagi penulis jurusan hukum pidana

Universitas Islam Riau.

ai memberikan

anak korban

dan
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D. Tinjauan Pustaka
Sebelum penulis melakukan penelitian terlebih dahulu penulis melakukan tinjauan

pustaka dengan maksud ingin mengetahui pembahasan yang pernah diangkat

dengan jud ¢ blogis te ' K _V/a efijadi korban tindak
pidana pencabulén di wilay a pekanbaru”. , 1O Permasalahan yang

dibahas didale anelitiar N gerhadap anak yang
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Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri pada tahun 2017 dengan judul
“Tinjauan yuridis pasal 59 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang

perlindungan anak dipusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

2016 dengan judul
2 pekanbaru (Study

016) Permasalahan

ini ialah sama-sama membahas tentang anak korban kekerasan seksual.

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, maka harus memiliki teori yang
berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Terdapat beberapa teori
yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat analisa untuk menjelaskan

permasalahan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian:
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1. Anak

Menurut Abu Huraerah, anak lalah seseorang yang lahir dari hubungan yang

terjadi antara priagdengan wanita baik didalag suatu hubungan pernikahan

, maka dari itu ia

n baik. Didalam

epdlli haknya dan juga

ataupun masih dalam pengawasamWalinya. Namun jika ditinjau dari segi usia
kronologis hukumnya, tempat, waktu dan untuk kepentingan apa menjadi
pembeda dalam Mendefenisikan Anak. Konvensi PBB tentang Hak Anak

mendefenisikan anak-anak : “Anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah

10
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umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak,

kedewasaan dicapai lebih awal”. (Shanti Dellyana, 2002, hal. 50)

Undang-Undang, Nomor 39 Tahun 1999 gentang Hak Asasi Manusia

a. Setiap anak berhak untuk menikmati hak-hak didalam deklarasi ini.

b. Setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dan juga hak
mendapatkan kesempata dan fasilitas yang telah dijamin hukum dan sarana
lainnya.

c. Setiap anak wajib memiliki Nama maupun kebangsaan dari lahir.

d. Setiap anak wajib menperoleh setiap jaminan.

11
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e. Setiap anak yang memiliki cacat tubuh, mental maupun dalam keadaan
sosial lemah karena suatu keadaan tertentu wajib mendapatkan Pendidikan,
perawatan, dan perlakuan khusus.

f. Setiap anak membutuhkan Perhatian dan juga kasih sayang agar
keperibadiannya mampu berkembangdengan maksimal dan harmonis.

. Semua anak ak mendapatkan pendidikamsekurang-kurangnya ditingkat

kepada seseorang yang usle mencapai 18 tahun merupakan suatu

kekerasan pada anak.
Richard J. Gelles mengatakan kekerasan pada anak adalah tindakan yang
dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan kerugian maupun bahaya baik

secara fisik atau emosional pada anak. (Hurairah, 2012)

12
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Secara umum kekerasan terbagi atas tiga kategori: (Hendry, 2003, hal. 105)

a. Kekerasan Domestik, ialah suatu kekerasan yang terjadi dalam lingkup
keluarga inti, umumnya didasari oleh motif karakter pribadi anggota
keluarga yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelelahan,

asiiekonomi, dan Ialnnya Tidakgmenutup kemungkinan juga ini
bab :

banyak orang,
agam dan lebih

menciuif .6 seksua ak, pe G pemierkosaan terhadap
anak, atkan 3 a=pory an®élat kelamin pada
anak d:

adalah

7 dimana korban dan
jadi bagian dari keluarga
ggafifi orang tua, misalnya

rand”yang dipercaya untuk
<
oy

b) Ekstra

: sual yang dilakukan oleh
orang lain Se

pola pelecehan seksual di luar

ang dewasa yang dikenal anak dan
telah membangun h hi gan anak, kemudian memancing anak ke
dalam situasi di mana pelecehan seksual itu dilakukan, seringkali dengan
memberikan imbalan tertentu yang tidak didapat anak dirumahnya. Anak-
anak biasanya diam karena jika hal itu diketahui mereka takut akan
memancing kemarahan orang tua mereka.

Namun pada kenyataannya banyak sekali pelaku kekerasan seksual terhadap

anak adalah orang yang terdekat atau yang ada di lingkungan sekitarnya. Alasan

anak menjadi target kekerasan seksual adalah sebagai berikut: (Diesmy

13
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Humairah B; Nurur Rohmah; Nuril Rifanda; Ulya Diena H; Fathul Lubabin

Nuqul; Novitasari Kuntil, 2015)

a. Berada pada kondisi yang tidak berdaya.

A, mampu untuk

dalam bentuk

kan secara visual

g dilakukan secara

Tentang Perlindungan Anak, yang dikategorikan menjadi 2 (dua) vyaitu
Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap anak. Pasal yang menyebutkan

Persetubuhan dan Pencabulan adalah Pasal 76D dan 76E.
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3. Perlindungan Anak
Perlindungan Hukum ialah segala cara yang berbentuk hak dan pemberian

bantuan pada saksi dan atau korban agar dapat memperolah rasa aman.

Pemberian te S 9ensasi, pelayad 1 paupun bantuan hukum
@ a
&> et th)

adap korban

serta apatkan ada 3 93 h gafiibaik tanpa adanya

Pemulihan Nama baik, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti
rugi, dan lain lain yang merupakan bentuk bantuannya. (Bandar Nawawi

Avrief, 2007, hal. 61)
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Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi  hak-hak

warganegaranya. Penjatuhan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual

merupakan upaya dalam memberikan efek jera agar kejahatan semacam itu tidak

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminology yang terdapat
dalam judul dan ruang lingkup penelitian yang dilengkapi dengan sumper pengutipan.
(Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2017) dalam hal ini, penulis memberikan batasan
didalam konsep operasional agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penelitian

ini, yaitu sebagai berikut:
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Implementasi adalah sebuah perbuatan dari suatu dasar yang terlebih dahulu telah
direncanakan secara mendetail, pelaksanaan lazimnya dilakukan sesudah perencanaan

dianggap masak, lebih sederhananya pelaksanaan dapat dikatakan sebagai

implementasi”.

hubungan seksual,

mendorong kKQRekS W3 g dan asosiasi yang

suatu dinas yang bertujuan meningkatkan Kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan hak perempuan, meningkatkan pemenuhan hak
anak,meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik. (dp3)
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F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan sistematis, maka penulis melakukan

penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

alam penelitian yang
kta yang terlihat
didapat responden

eh dari buku, jurnal,

Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak di Wilayah Kota Pekanbaru.
Dengan mempertimbangkan bahwa Dinas tersebut merupakan salah satu lembaga
yang ikut mengawal dan mendukung dalam proses penyelesaian kasus terhadap

anak serta memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan

seksual.
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3. Populasi dan Sampel
Populasi ialah semua objek yang ada dalam sebuah penelitian. (Zainuddin Ali,

2014, hal. 98) Sedang Sampel adalah sebagian elemen dari populasi. (Supranto,

Ket

HANARARALEY

Sensus

Sensus

Dt v
BEN B

Sensus

Purposive
Sampling 30%

. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu:
a. Data primer, ialah informasi yang diperoleh sepenunya dari sumbernya,
menggunakan wawancara, observasi atau laporan berbentuk dokumen yang

mana dikelolah oleh peneliti. (Zainuddin Ali, 2014, hal. 106) Teknik
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pengumpulan data ini dengan melakukan wawancara kepada Kepala DP3A
(Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Pekanbaru,

Kasubag bagian Perlindungan Anak DP3A (Dinas Pemberdaya Perempuan

anak korban kekerasan

n 2014 perubahan
J rlindungan Anak.
n 2016 Tentang

28 ‘d Penetapan Peraturan
e Tahun 2016 Tentang
L N@mor 23 Tahun 2002

a. Wawancara, yaitu pengumpulan informasi dengan melakukan diskusi

langsung atau tanyajawab dengan responden. (Buku Panduan Penulisan
Skripsi, 2017, hal. 19) Didalam penelitian ini yang menjadi respondennya
adalah Kepala DP3A (Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan

Anak), Kasubag bagian Pengurus Anak DP3A (Dinas Pemberdaya Perempuan
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dan Perlindungan Anak), LPAI Pekanbaru dan anak korban kekerasan
seksual.

b. Studi Kepustakaan, meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang

enulis memuat informasi

elolah sebuah data
menjadi informa i se a kara ! J glitlah dipahami dan
a masalah tentang

sebuah penelitia alam pe _ lis\mene 8l teknik analisis data

didapatkan dari wawancara akan dijelaskan dalam bentuk kalimat rinci mulai dari
pelaksanaan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdaya Perempuan dan
Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual diwilayah kota Pekanbaru dan juga

hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan
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Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual diwilayah kota
Pekanbaru.

Setelah mendapatkan data lapangan berikutnya penulis akan memahami dengan

aelitian dan berdasarkan

menggunake e deduktif. | 0 a0 ariisemua kesimpulan

dari hal yan@
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TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

kan peraturan

ak memberikan

defenis y nak belum dewasa
) Q‘ h dari itu apabila ia

ali@ye atau pemeliharanya
AU_dffiemerintahkan supaya

mereka yang belum meéne genap 21(dua puluh satu) tahun dan

belum kawin”.

¢) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahunl1974 menyebutkan
bahwa “perkawinan diizinkan jika seorang pria mencapai usia 19 (Sembilan
belas) tahun dan wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 taun1997 merumuskan bahwa anak
adalah orang dalam perkara nakal yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun
tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau si anak belum pernah
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kawin. Apabila si anak telah terikat perkawinan atau telah bercerai maka si
anak dianggap sudah dewasa meski usianya belum genap 18 (delapan belas)
tahun.
e) Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal 1 ayat ndang-undang Nomor 354t@hun 2014 menyebutkan anak
CSE 0 pelum berusi ht asuk anak yang masih
_mE&y \
7). Uidang. Uhdas Anpnne .e 5

i difbawah 18 tahun
Jon nnya apabila hal

SNttt

QD
=
QD
~
=0
QD
o)}
<
<5}
SN\ )
>
-
@D
>
g
QD
=
(=]
=0
D
~
QD
=
QD
~

i
-
N &
c
«Q
QD
Z
@
«
[s¥)
=
o
I
QD
=

Dalam Und bahwa anak adalah
seorang yang b u‘r'u didalam kandungan dan
juga merupakan geneka pangsa. Maka dari itu anak

dan kebebasan yang dijamin dipenuhi oleh semua pihak. Dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan tentang hak-hak
anak: (Vanya Kurnia Mulia Putri, 2021)

a) Hak untuk beribadah menurut agama, cara berekspresi, dan cara berfikir. Hak
beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Hak
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untuk memeluk dan menjalankan agama dengan bebas adalah hak setiap
manusia begitupun anak-anak.

b) Hak untuk pendidikan dan pengajaran. Salah satu hak yang harus dimiliki
anak adalah mendapatkan pendidikan. Orang tua wajib menyekolahkan
anaknya minimal 9 tahun yaitu dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

skolah Menengah atas.

3 tindakan kejahatan dan

"Qh Seko w “»ﬂ“q‘ﬁ Ea‘ ag paling aman bagi

a dating dari

khusus. Anak
_;g]' bantuan sosial,
, an berhak atas

f) Hak§@ta rlindun ctiap anak | alperlindungan dari
- a . kerusuhan sosial,

1) Berhak untuk hidup, ®Mbang dan berpartisipasi secara wajar
sesuai dengan harkat dan® martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam
pasal 4 undang-undang perlindungan anak.

2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya
sebagaimana bunyi pasal 5 undang-undang perlindungan anak.

3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan usiannya, dalam bimbingan orang tua
sebagaimana bunyi pasal 6 undang-undang perlindungan anak.
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4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang
tuanya sendiri sesuai sebagai mana bunyi pasal 7 ayat (1) undang-undang
perlindungan anak.

5) Berhak diasuh atau dianggat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (2)
undang-undaagaeerlindungan anak.

6) . ‘{h‘@ avanan aha ﬁ* ian sosial sesuai dengan
<-mental, spiritval dan sesial.sesua ayi pasal 8 undang-
A L L s 1
7) dikan da 1 @ pengenbangan
> ﬁ t dan bakatnya
Jrlifidungan anak.
8) uk memperoleh

keunggulan juga
etentuan pasal 9

ma, mencari, dan
annya dan usianya
han dan kepatutan
an anak.

aktu luang, bergaul
AN berkreasi sesuali
Jai dengan pasal 11

tasi, bantuan sosial
ana pasal 12 undang-

6) Perlakuan salah 13

Sesuai bunyi pasal 13 undang-undang perlindungan anak.
1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
d. Pelibatan dalam pristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
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e. Pelibatan dalam peperangan. (bunyi pasal 15)
2. Berhak memeroleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan,

atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi sesuai bunyi pasal 16 ayat

, bunyi pasal

penempatannya
cara efektif dalam

gadilan anak yang
ntuk umum. Bunyi

agan seksual atau yang

bunyi pasal 17

Selain itu didalam Konvensi Hak Anak terdapat juga berbagai hak anak yang

kemudian dikelompokkan kedalam empat kelompok, seperti:

1) Hak terhadap kelangsungan hidup.

27



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Hak kelangsungan hidup adalah hak anak untuk mempertahankan hidup serta
mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik.

Hak kelangsungan hidup juga memberikan hak pada anak untuk mengetahui

‘uﬂ Ingan diri dari
&

ridn; ‘ erlindungan  dari

perkembangan mental, fisik, spiritual, sosial, dan moral.

Dengan hak ini, anak-anak berhak untuk belajar di sekolah, bermain, dan
beristirahat. Anak-anak juga berhak memperoleh tempat tinggal dan mendapatkan
makanan serta minuman secara layak demi mendukung tumbuh kembangnya.

4) Hak Berpartisipasi

28



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Hak berpartisipasi memberikan hak bagi anak untuk bisa mengemukakan

pendapat dengan bebas sesuai dengan kehidupannya sebagai anak-anak. Anak-

anak juga berhak mendapatkan informasi sesuai dengan usianya.

Nomor 35 Tahun 2014

wajar baik fisik, mental maupun sosial. (Zulkhair, 2001, hal. 4).
Perlindungan terhadap anak dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu:

(Wadong, 2000, hal. 41)
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1. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup

yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan

memberikan kewajiban untuk mereka berkembang.

Di dalamef 0 : sperapa prinsip-prinsip

D anak tidak boleh
langsung maupun

ainnya yang dapat

memperhatikan permasalahan 'Ini harus melihat bahwa kepentingan anak
adalah yang utama.
3) Prinsip anak untuk hidup atau kelangsungan hidup, dan perkembangan anak

(child for life or child survival and development)
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Prinsip dasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat,
keluarga dan Orang tua. Untuk dapat hidup aman, damai, bahagia serta berhak

untuk tumbuh dan berkembang dengan layak untuk perkembangan fisik,

a) Anak dalam situasi darurat.

b) Anak yang berhadapan dengan hukum.

¢) Anak dari kelompok minoritas dan juga terisolir.

d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

e) Anakkorban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya.

f)  Anak yang menjadi korban pornografi.

g) Anak dengan HIV/AIDS.

h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
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i)  Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
J)  Anak korban kejahatan seksual.
k) Anak korban jaringan terorisme.
I) Anak penyandang disabilitas.
m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
n) Anak dengamprilaku sosial menyimpang
isasi dari pelab gngan kondisi orang tua.

<>"Vhywy S\ ) 0y :

ang Perubahan

e
dungan Anak,

).
ol

L)
g 5{ ‘ H maka dilakukan

ghlakuan yang kejam,

ana seumur hidup.
BRjara, kecuali sebagai

10.
11.
12. akseb a0a': penyandang disabilitas.
13.
14. Pemberian pelayana
15. Pemberian hak lain sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu siapa yang bertanggung jawab serta berkewajiban melakukan
perlindungan terhadap anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang

menjamin hak dan kewajiban anak.
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Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Negara, pemerintah, orang
tua, keluarga dan masyarakat disekitarnyalah yang bertanggung jawab terhadap

perlindungan anak. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang telah diubah

memuat: “Seti ne ak atas kelangs )
\ e @
@“‘ X Yuny -“ t

tumbuh dan berkembang
e‘ am melakukan

afpasti memunculkan

fatan pidana, korban

&

bahwa:
“Korban adalah seseorang yang mengalamin penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
Setiap pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu memiliki hak-
hak yang dapat diperoleh sebagai korban. Ada beberapa hak-hak umum yang

disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan meliputi:
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a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan Yyang
dialaminya.
b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
e
f
0

. Haku memperoleh kembali hak (B

dikemukakan oleh Mulyadisat menyatakan korban kejahatan perlu untuk

dilindungi karena: (Yulia, 2010, hal. 161-162)
a) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang
melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang

diekspresikan dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan,
pengadilan.
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b) Adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena Negara boleh
dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan
melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu jika
terdapat korban kejahatan maka Negara harus memperhatikan kebutuhan
korban dengan cara peningkatam pelayanan maupun pengaturan hak.

c) Perlindungam@korban yang biasanya dikaitlkan dengan salah satu tujuan

1 VELE KO

an melalui proses
korban dan proses

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis
ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang
menimpanya ke aparat kepolisian untuk tindak lanjut.

3. Bantuan Hukum
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Merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di
Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Perlindungan

Anak Indonesia (LPAL).

erhak atas perlindungan

‘ ‘ ‘“““ .3“ al 69 Undang-

Sk ot

4) MemberiKa a Q Sif
Sebagaimana dikemukakan oleh Mueller dalam bukunya bahwa

keberadaan undang-undang yang mengatur tentang pemberian hukuman bagi

pelaku kekerasan adalah bentuk perlindungan terhadap anak perempuan.

(Gerhard O. W Mueller, 1980, hal. 54)
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Adanya UU No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, menunjukkan

bahwa hukum selalu berubah sesuai dengan perubahan dan kemajuan

tindakan vz A ANUS SE neMtal pada orang lain.

Kekerasan kepada 'anak bukan, ha gRggaran norma sosial

wajar atau tidak disukai korban. (Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010,
hal. 1-4)

Namun tidak dipungkiri bahwa korban pelecehan seksual tidak hanya perempuan
ataupun remaja putri saja. Melainkan juga anak laki-laki.Ini banyak dikarenakan

faktor perilaku menyinpang dari sipelaku. Seperti terjadinya pedofilia. Yaitu,
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perasaan berahi orang dewasa kepada anak laki-laki. (Bagong Suyanto, 2000, hal.
350)

Secara umum kekerasan terbagi atas tiga kategori: (Aprilianda, 2007)

b) kgl oleh seseorang
akelon 0ra 1 murni kriminal,
c) Kekers 35S A s " banyak orang,

ol peragam dan lebih

kekerasan, akeé hend . 3 is A amtbab tertentu, tidak

disatukan dalam sattrba ~ 1P digolongkan sebagai

1. N 38 altu me : rhadap nyawa orang

N
e
oY}
7]
L

. U me ganiayaan.
3. Pasal 36 ; \engehe a_ydng didahului, disertai atau

diikuti de .
4. Pasal 285 K adap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 I kejahatan yang menyebabkan

kematian atau luka kealg
Perilaku kekerasan kerap kali dialami oleh wanita dan anak-anak yang
sebenarnya hal itu telah melanggar hak mereka yang telah dimiliki sejak lahir.
Dalam melakukan perbuatan kekerasan terdapat beberapa hal yang terlibat

didalamnya seperti: (Suradi, 2013)
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a. Terdapat pelaku dan korban.

b. Merupakan sebuah tindakan nyata dan mengintimidasi kebebasan
seseorang.

c. Menimbulkan penderitaan fisik, mental, psikologis, penelantaran dan
materi.

o

2N, S &l fimana korban dan
dari keluarga inti.
misalnya ayabh tiri,
mengasuh anak.

ng dilakukan oleh
han seksual di luar

memancing anak ke

i, seringkali dengan
at aflek dirumahnya. Anak-

ndang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan

cabul terhadap anak. Pasal yang menyebutkan persetubuhan dan pencabulan

tersebut adalah pasal 76D dan 76E.
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2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual bukanlah jenis kejahatan baru, melainkan sudah ada sejak

lama dan yang lebih mengejutkan lagi, korbannya sekarang tidak hanya perempuan

Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, hal. 45)

a. Korban Perkosaan harus perempuan, tanpa batasan usia(objek).
Sementara ada juga seorang pria yang diperkosa oleh seorang wanita.

b. Korban harus menjadi sasaran kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu
berarti tidak ada kesepakatan dari korban mengenai maksud dan
perbuatannya perlakuan pelaku.
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c. Persetubuhan di luar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai
dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
tertentu.

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, dapat disimpulkan

binatang; 2 ks Itara, manusia s . aflal, biasanya antara

laki-laki sed@hg C sikan se I tinda “ jan seksual melalui
| w s

eksibisionisme. Misalnya: memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat
kelamin kepada anak dengan sengaja (eksibisionisme). Dan termasuk kedalam

pelecehan seksual.
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Perkataan Seksual yaitu suatu perbuatan sekaual yang dilakukan secara verbal.
Misalnya: Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan

seksual dan merupakan salah satu pelecehan seksual.

Pelecehan bg ‘ ‘ emehan atau penghinaan.
‘ ““‘ .Qa ikehendaki oleh

menyebabkan

yang termastikselalam pelecehan seksuallan ,:-" padansa seksual, siulan,
main mata, ME % seksual, colekan atau
sentuhan pa
mengakibatka
martabatnya, dank afc - asalah kesehatan dan
keselamatan.
melakukan tindakan seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang

atau kepada siapapun.
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C. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DP3A) Kota Pekanbaru

1. Sejarah singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Pekank

g sangat tinggi.
uk kekerasan.

Kota Pekanbaru

Q\‘\ﬁ\%‘
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Sekitar tahun 2015 dan 2016, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
tersebut mendapatkan informasi dari Kementrian dalam Negeri bahwa bagi daerah
yang ingin membuat suatu dinas yang terpisah maka dipersilahkan namun tetap

dengan ketentuan harus mengisi variabel yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam

Negeri (Pusat). Variabel yang harus diisi tersebut antara lain, indeks pembangunan
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janda di kota Pekanbaru, jumlah organisasi perempuan, lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan dan anak, jumlah perempuan korban kekerasan dan

jumlah anak yang memerlukan perlindungan khsusus.

alu diverifikasi oleh tim

800 dapat
Maka |
pusat, Bidang erda *ﬁ empuan 3 - sebanyak 990. Dengan

jumlah sk i : S as Pemberdayaan

menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru dengan tipe B, yakni dengan 1 sekretaris, 2 kasubag, 3 bidang, dan 9
kasi.

Untuk daerah lain di Provinsi Riau, sudah ada 4 daerah yang yang memiliki

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mandiri yakni Pekanbaru, Dumai,
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Indragiri Hulu, dan Bengkalis. Selebih itu masih bergabung (belum mandiri) dengan
BPPMKB dan Sosial. Jadi, karena kebutuhan daerah dalam pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak maka pada tahun 2016 (terjadi proses

gang No.78 Kp.

PerempuariRdi’ Ar / : eputusansWalikota Pekanbaru

Nomor 1908a . ' > ofl dayaan Perempuan

2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekanbaru.
a. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki visi yakni

“Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart City Yang Madani”.
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Kesetaraan gender adalah gambaran hasil perubahan pada masyarakat agar datap
mencapai persamaan bagi laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan

perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia

i, sosial budaya,

pgembanguan.

lindungan Anak.

ualitas.

WELaag

Ahaa

Perangkat Daerah, yang tugas 08

a) Sosial.

b) Kesehatan.

c¢) Pendidikan.

d) Ketenagakerjaan.

e) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
f) Mental dan Spiritual.

g) Ketentraman dan Ketertiban.
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dan anak, berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor

Dari Tindak Kekerasan.

omor 100 Tahun

: 5 te ) netapan Peraturan
g-Undang un 2016 Tentang
hun 2002 Tentang

Jungan Anak
RBeNghapusan Kekerasan
L 18 Tahun 2006 Tentang

Undang Undang Nomor+2 009 Tentang Pelayanan Public.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana
Anak.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan
Dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal.

k. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan

Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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I. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

m. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tatacara Dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Korban Tindak Pidana
Perdagangan. e

n. Peraturag

Dan Perlindungan RI
R Minimal Bidang

an.

2013 Tentang

Jaan Perempuan
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Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Pekanbaru

EPALA DINAS

ne

DI disay yepepe fup udwnyo(q

1

Subbag. Umum

4

By \
<> gt

—

Subbag.
Keuangan

e

BIDANG " / ‘ [
PENGARUSUTAMAR [ C ‘
GENDER

Seksi PUG dan PP
Bidang Ekonomi

Seksi PUG dan PP

Seksi PUG dan PP di
Bidang Sosial, Politik
dan Hukum
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Alur Pelayanan Pengaduan Pemberdayaan Peremuan Dan Perlindungan Anak

A\ 4

A 4

Pelayanan

Rujukan

Unit PPA
Kepolisian

Pengacara

Selesai
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BAB Il1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. 1 Perli Al e Ap.A# ckerasan Seksual Oleh

erupakan suatu
ekerasan seksual yang
a_tfauma yang sangat
y tinggi hak asasi

. L - .
manusia dengg embe erlind ar ta dinye kesejahtraan serta

Secara normatif hukum yang ditegakan untuk melindungi anak dari kekerasan
seksual berasal dari beberapa peraturan perundang-udangan, seperti; Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 yang meliputi: Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), UU
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Kesejahteraan Anak, UU Nomor 12

Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
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Anak (diganti dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak), UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan

dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan, UU

Nomor 23 Tahug 7 0 erlindungdai ; Nomor 23 Tahun 2004

or 13 Tahun

ukum dan HAM,
ng serta Menteri

Anak.

Kewajiban dan tangggung jawab itu tertuang dalam dalam undang-undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimulai dari Pasal 21 sampai Pasal 24:

a. Menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama,
ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status anak, urutan
kelahiran, kondisi fisik dan atau mental. (Pasal 21)

b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan
perlindungan anak. (Pasal 22)
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c. Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahtraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali ataupun orang lain yang
secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi
penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 23)

d. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan

ai dengan tingkat kecerdasafanak. (Pasal 24)

elalui Dinas

naungannyas Us apat. ' me aplni, 2021) Hal ini

berdasarka al 74.¢ § . 3 un 2014 Tentang

Perubahan G ! - Perlindungan Anak
yang menya

“Dalam ; s ae daps embentuk Komisi

memiliki cara dan upaya Peme elakukan pencegahan tindak kekerasan
yakni Pasal 10 yang berbunyi:
“Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,

pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang

tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan”.
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Selain pemberdayaan dan penyuluhan yang dimaksud pada ayat (1), pemerintah

daerah juga melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, nonformal dan

informal.

SRLTTT °0.

Kekerasan mem

@00 o

Bantuan Hukun®
Pemulangan.
Rehabilitasi.

Pelayanan Identifikasi.

Pelayanan Psikologi.

pendidikan, pelatihan,

hukum, aparatur
adaya masyarakat
, dan

il anak dari tindak
Pemerintah Kota

kanbaru Nomor 36

i suatu Tindakan

Dalam wawancara dengan ibu Ria Dina Srikardini selaku Kepala UPT PPA Kota

Pekanbaru mengatakan bahwa dalam membantu korban, Dinas Pemberdayaan
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Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melibatkan beberapa unsur dalam
menangani suatu kasus seperti :

1) Pemerintah Daerah.
2) Kepolisian.

ayanan Terpadu

emberikan suatu

Melakukan suatu pendidika
Melakukan suatu kampanye anti ekerasan pada perempuan dan anak di setiap
kecamatan.

© oo~

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari Kasubbag yang di
wakilkan oleh Bapak Indra selaku Kepala Saksi Perlindungan Khusus Terhadap

Anak, pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Dinas
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Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru melalui beberapa

tahapan, sebagai berikut: (Indra, 2021)

a.

Trauma Healing yang mana

Korban dapat langsung melakukan pelaporan kekantor atau melalui layanan
hotline.

Petugas as : emi g penceritakan  kronologis
ahannya bagaimana,
g diinginkan

lanjut kepada
SUSiyang dihadapi.

pencabulan dan
BEnanggung jawab

inkan efek jera
engan diberikan

mpat berlindung,
n keselamatannya

isum, maka visum
dirujuk ke rumah

k pengacara untuk

5ai. Mulai dari kasus
lainnya serta jadwal

emiliki trauma atau kecemasan yang

berlebihan hingga mengganggu mentalnya maka akan di berikan treatment tersebut

agar menguatkan dan menyembuhkan mental anak. (Srikadarini, 2021)

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual

yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
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Pekanbaru, berdasarkan hasil wawancara dengan korban, pelaksanaan perlindungan
yang diberikan masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dimana seharusnya

anak yang menjadi korban kekerasan seksual diberikan suatu tempat tinggal khusus

yang dimiliki olg erda C Rerlindungan Anak yang

\ N
mana ‘ﬂ»‘ ‘ ‘ h ““ .ba glayanan untuk

fd@ngan Kepala UPT
PPA terka | “anak [ @emang benar masih

anya keterbatasan

Dalam [ a, ta ejak pe i ' Dinas  Pemberdaya

banyak menangani

32 kasus

2019 37 kasus

2020 38 kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
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Dilihat dari table diatas kasus kekerasan seksual terhadap Anak terus meningkat
dalam kurun waktu 2018 sampai 2020. Namun data tersebut tidak dapat dijadikan

patokan. Mengingat masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak

)agai alasan.

“,
&

Y A

dilaporkan, mau o““‘ ‘
q:& A

<>

Aaenjadi  korban

ntuk seperti:

erasan pada anak
’ekanbaru Nomor
an Anak Korban

Pusat Pelayanan
Pekanbaru yang

Adanya dan Anak korban

LA LaNY

kekerasan Kekerasan Dalam

Rumah Tang( Indar 6ane gan / dang Pemerintahan

. Mendapatkan rasa ama

d. Mendapatkan pengobatan.

e. Mendapatkan peluang untuk mengembalikan rasa percaya diri atau
menghilangkan rasa trauma.

Jika dilihat dari uraian diatas maka peran Pemerintah maupun Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi anak korban

kekerasan seksual dinilai sudah cukup baik. Pemerintah bukan hanya membuat
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peraturan daerah saja melainkan juga membuat suatu unit khusus untuk dapat
memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual sehingga korban

mendapatkan haknya sebagai korban. Namun, peraturan yang mempuni saja belum

cukup menginga Sk eksual_tegh ~ wota Pekanbaru saat ini

masih > 2 2 DE : ius dari semua

mempunyai tugas

membantu A o | T tahan di bidang

Di dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak memiliki beberapa hambatan yang mempengaruhi pekerjaannya.
Hambatan yang sering dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ialah ketika banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual

dimasyarakat namun para korbannya enggan melaporkan ke pihak yang berwenang.
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Dan juga terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang sudah lama yang bukti
maupun saksi yang dimiliki kurang, sehingga sangat menyulitkan bagi Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan

cara apat beberapa hal yang

€ JLUR ‘;“
!l“\“ .’ enang antara

albkebijakan pemenuhan
a0adlayanan anak:

pemenuhan hak anak, pe arfak, dan pemantapan lembaga layanan
anak;

6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga
layanan anak;

7) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan
pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah,
dan dunia usaha;

8) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak; dan
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9) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan
hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.

Namun dalam melakukan tugasnya terdapat beberapa faktor yang menghambat

kinerja dari Dinas Peaiggkdayaan Perempuan dan Peglilsdungan Anak Kota Pekanbaru

1. Masih m ekerasan seksual
Kekel an beban fisik
-~

yang d ﬂ, dan luka yang

dalam b3 ’

menimbu

yang me

yang men

auawe

Peraturan Daerah maupun lainnya tidak menjamin bahwa
masyarakat mengerti tentang konsep perlindungan hak anak. Didalam masyarakat
banyak yang beranggapan bahwa masalah anak adalah masalah internal keluarga,

sehingga mereka tidak mau terlibat atau terlihat acuh dalam urusan tersebut.
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Dalam lingkungan keluarga banyak keluarga yang masih beranggapan bahwa
apabila anaknya menjadi korban kekerasan seksual atau sebagainya maka itu

merupakan suatu aib bagi keluarga. Sehingga mereka enggan untuk

didalam  undang-undang

pgjawab semua

perlindungame ¥ c Bpdduli terhadap anak,
sehingga analg k mendapatk : y uarga merupakan
salah sat
penting. dungi anak berarti me eneras pdlinan bangsa. (Wati,

2022)

menjadi saksi dalam perkaranya. Apabila dia tidak mau melanjutkan maka Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru tidak
dapat melanjutkan kasus tersebut walaupun ia bertindak sebagai pendamping.

Selain itu, biasanya keluarga pelaku atau perwakilannya mendatangi keluarga

korban untuk menyelesaikan permasalahannya dengan berdamai secara
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kekeluargaan hal ini biasanya dilakukan tanpa memberitahu pada Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang akhirnya

membuat perkara yang mereka damping berhenti ditengah jalan.

. Dan tanpa

pelaku akan

EmDt REMwaktu yang lama

‘ | diwila
: ngge yah tempat
W s

ifnya pihak korban
esaikan perkara yang

mendapatkan haknya

Keterbatasan anggaran yang dihadapi DP3A membuat DP3A tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk pelayanan seperti beberapa aspek vital
misalnya rumah aman, yang tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan yang sebenarnya

merupakan objek penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini
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memberikan kendala tersendiri dan memberikan keterbatasan untuk dapat
memberikan pelayanan yang lebih optimal.

5. Keterangan korban.

eterangan kepada anak

<%y “\“\ d "

ya untuk anak autis.

Sulit sekK teranoa i ingga memerlukan

melakukan perlindungan terhadap anak perlulah kerja sama antar lembaga agar
hasilnya lebih maksimal. Mengingat, perlindungan ini tidak dapat dilakukan hanya
dengan beberapa instansi saja ataupun pihak terkait saja.

Kerjasama yang perlu untuk dilakukan adalah dengan penegak hukum dan

media. Penegak hukum diharapkan dapat memahami hak anak sehingga tidak melihat
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dari prespektif undang-undang saja. Penting untuk melihat kepentingan terbaik bagi
korban terutama jika korbannya adalah anak. Media diperlukan agar tidak terjadi hal

yang merugikan bagi anak akibat pemberitaan dari media. Hal itu karena identitas

anak perlu untuk g ] SU m undang-undang.

< gyt "

¢

‘\\\\\\\\\\“'0

%

65



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Pem BLEM il a0 Anak (DP3A) telah
a. Pelaksanaan
untuk dapat
itu merupakan

undang-undang.

Faktor penghambat yang terjadi dalam pemberian perlindungan terhadap anak
yang diberikan oleh Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekanbaru masih terdapat banyak kendala baik itu berasal dari

korbannya, keluarganya, kendala lapangan, kurangnya sosialisi atau edukasi

dari aparat penegak hukum terhadap masyarakat atau anak sehingga membuat
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perlindungan terhadap anak tidak dapat berjalan secara optimal. Padahal

Pemerintah, Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, pegiat

hukum serta masyarakat lainnya telah bekerjasama untuk mencegah terjadinya

pelaku yang menjadikan anak sebagai korbannya. Agar dia merasa takut dan
jera untuk melakukan perbuatan jahat terhadap anak selaku generasi penerus

bangsa.
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LAMPIRAN I

Wawancara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Pekanbaru

1. Bagaimag grban keke endapatkan perlindungan

waetty)

4. Anak
paratur pemerintah,

5 dungan Anak telah
dan anak dari tindak

6 aturan mengenai perlindungan

perempuan dan anak ?
7. Apakah hambatan di dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang
menjadi korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak?
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LAMPIRAN 11

Wawancara Kasubbag Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Pekanbaru

h_sarana yang diberikan

“\ ‘ !W\\“ .Q@
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\.“‘E_*\ 73‘ :
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@
¢
%

4. Berapa usia adik?
5. Berapa jumlah anak-anak yang ada disini?
6. Apa saja kegiatan yang adik lakukan disini?

7. Apakah adik mendapatkan terapi khusus disini?
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8. Apakah adik merasa nyaman disini?
9. Apa yang membuat adik tidak nyaman disini?

10. Apakah adik merasa terbantu dengan adanya bapak/ibu Dinas Pemberdayaan
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LAMPIRAN V

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN ESATUAN BANGS DAN POLITIK
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